BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR g4 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 10
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkalis tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Bengkalis;

1%

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam
Lingkungan  Daerah  Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);




Menetapkan :

Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
» Sistem Informa31 Keuangan Daerah (Lembaran. Negara

Republik Indones1a Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran - Negara Republik - Indonesia Nomor 4576) -
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65* ~Tahun -2010° tentang = Perubahan Atas
Peraturan Pemermtah ‘Nomor 56 Tahun 2005 tentang

. Sistem Informas1 Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan |

Lembaran: Negara Repubhk Indones1a Nomor 5155),

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

”Pengelolaan Keuangan - Daerah (Lembaran Negara

. Republik- Indoneswt Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
‘ >v“Lembaran Negara Repubhk Indoneswm Nomor 4578);

10.

‘Peraturan Pemermtah Nomor 8. Tahun 2006 tentang'
- Pelaporan - Keuangan ‘dan Klnerja Instansi  Pemerintah’

= (Lembaran Negara Repubhk Indonesia - Tahun 2006

11,

12.

13.

" Nomor. - 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik
‘Indonesia’ Nomor 4614)

kPeraturan Pemermtah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendahan Intern Pemerintah (Lembaran
Negara- Repubhk Indones1a Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor-

- 4890);

Peraturan Pemermtah Nornor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik .Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5165)

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006
tentang - Pedoman Pengelolaan. Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
‘dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam-

Negeri Nomor - 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

‘Peraturan’ Menteri Dalam Negerl Nomor 64 Tahun 2013
: tentang Penerapan Standar Akuntansi | Pemermtahan

Berba31s Akrual pada Pemermtah Daerah; "
15. .Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun
2009 - tentang - Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
‘Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun

- 2009 Nomor 03)

 MEMUTUSKAN:

' PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.



S BABI
KETENTUAN UMUM

- ‘f 'Dalam Peratura ' Bupat1 ini yang d1maksud dengan

1.
. 2.

Bupat1 adalah Bupatl Bengkahs

Pemerlntah Daerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah

v sebaga1 unsur penyelenggara Pemermtah Daerah
o Bupatl adalah Bupat1 Bengkahs ' '

. i‘-‘Dewan Perwakilan - Rakyat ‘Daerah yang selanjutnya‘ k
‘disingkat DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah
L Kabupaten Bengkahs :

N _Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewaﬂban ‘
- daerah dalam rangka penyelenggaraan ‘pemerintahan
. daerah yang dapat dinilai - ‘dengan uang termasuk di
.+ dalamnya segala ‘bentuk kekayaan yang berhubungan ‘
‘dengan hak dan kewapban daerah. :

‘-Pengelolaan Keuangan Daerah adalah ‘keseluruhan
_kegiatan . yang = meliputi perencanaan, pelaksanaan
o r"penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban ‘dan
’ _‘pengawasan keuangan daerah. L A

.‘k‘Anggaran Pendapatan dan Belanjaj Daerah yang
selanjutnya- disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan: pemermtahan daerah yang disetujui oleh Dewan-
Perwakllan Rakyat Daerah. : ; :

'f‘,Akuntan81 adalah proses‘ pencatatan pengukuran,
‘ f'pengklasﬁ"lkasmn pengikhtisaran transaksi dan kejadian
"‘keuangan pengmterpretaman atas hasﬂnya serta
' penyajian- laporan TR .

 Basis Akrual adalah basis akuntans1 yang mengakux
. pengaruh transaksi ‘dan peristiwa lainnya pada saat-

. transaksi dan _peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatlkan
saat kas atau setara kas dlterlrna atau‘dibayar.

" 10.

Basis Kas adalah ba31s ‘akuntansi yang mengakul‘

‘ ,“pengaruh transaksi dan perlstlwa lalnnya pada saat kas"

i atau setara kas dlterlma atau dlbayar , :
'11. Standar Akuntan31 Pemerlntahan yang selanjutnya :

- . disingkat SAP, adalah prinsip- pr1n81p ‘akuntansi yang

"‘dlterapkan dalam menyusun dan menyajlkan laporan

12,1
Selanjutnya ‘disebut kebijakan akuntansi, terdiri atas

keuangan pemermtah

Kebijakan~ Akuntan81 Pemerintahf ‘Daerah, yang

- prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-.
. aturan, dan- praktik- praktlk spesﬁ"lk yang dipilih oleh—_ }
,\“;"_'Pemermtah Daerah dalam penyusunan dan penyajlan
~ laporan keuangan :




13

Slstem A untan31 Pemermtahan Daerah adalah suatu |

’.pedoman ‘atau  acuan yang dapat - dipahami dan
»dllaksanakan oleh para petugas khususnya fungsi

akuntansi’ yang menjelaskan tentang -siapa melakukan

. apa dan sekal1gus menegaskan transak31 apa dicatat

B g bagalmana
14,

s permgkasan transaks1 dan/atau kejadian keuangan serta -

Sistem Akuntan31 SKPD adalah prosedur akuntan31 yang»k
- terdiri serangkalan proses, - baik manual maupun

terkomputerlsas1 yang -menjelaskan langkah demi

- langkah. melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan ‘

alir mulai -dari pencatatan, penggolongan, sampai

- pelaporan keuangan dalam rangka

15!

mempertanggung]awabkan pelaksanaan APBD oleh -
SKPD. : ‘ : :

Sistem Akuntans1 PPKD adalah prosedur akuntan31 yang

-+ terdiri: dari - serangkalan proses, baik manual maupun
S f“tCI‘kOI‘I’lpUtCI‘lS&Sl yang- memelaskan Jlangkah = demi -
. langkah melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan ~

calir mulai ‘dari  pencatatan, penggolongan, sampai

permgkasan transak31 dan/atau kejadian keuangan serta

‘pelaporan == keuangan. dalam = rangka .
- ;mempertanggung]awabkan pelaksanaan APBD oleh PPKD,
. sebagai pengguna anggaran g e
16 Sistem Akuntan31 Konsohdaman adalah prosédur-’-"

‘ ‘akuntanm yang terdiri dari serangkalan proses, baik

. manual - maupun terkomputemsam mulai  dari -
~_pencatatan; penggolongan, sampai peringkasan transaksi
~dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
© " dalam rangka mempertanggungjawabkan = pelaksanaan. .

" APBD oleh PPKD sebagal konsohdator laporan keuang,anf_

. pemermtah daerah

| 17 . Sistem Akuntan31 Aset Tetap ‘dan Aset Lainnya ‘Kuasa
.. BUD Aset Tetap adalah prosedur akuntansi yang terdiri

serangkalan, proses, - baik manual maupun -

[ ‘terkomputer1sa31 mulai dari pencatatan, penggolongan,-

sampai - permgkasan transaksi =~ dan/atau - kejadian

keuangan  serta pelaporan keuangan. dalam rangka .

pelaporan -aset tetap dan- aset - “lainnya yang ‘belum
dltetapkan status penggunaannya. : :

- Proses - Akuntan31 adalah serangkalan akt1v1tas yang'

~ dimulai dar1 pencatatan setiap . transaksi dan/atau

° kejadian’ . keuangan . yang - berkaitan  dengan . -

'penyelenggaraan Pemermtahan Daerah sampai dengan

' -peng1kh1t1saran transaks1 dan/ atau kejadlan keuangan
- tersebut.’

10

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

~ 'BUD adalah pejabat =~ yang  diberi  tugas: untuk
s ;melaksanakan fung31 bendahara umum daerah U

20.

Satuan Kerja - Perangkat Daerah ,yang selanjutnya'

- disingkat - SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah -Daerah' selaku pengguna anggaran /barang.




"Satuad Ker_]a Pengelola Keuangan ~ Daerah - yang - -

o ,selanJutnya d1s1ngkat SKPKD adalah perangkat daerah -

_~'pada-  pemerintah  daerah  selaku = -pengguna =
"*'anggaran/pengguna barang,” yang Juga melaksanakanf“" :

o pengelolaan. keuangan daerah

22,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya» o

disingkat PPKD" adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola

_ Keuangan -Daerah yang selanjutnya disebut dengan
- Kepala SKPKD yang mempunyai tugas, melaksanakan: =
_pengelolaan APBD dan bertmdak sebaga1 bendahara', .

- umum’ daerah

23

o4,

26.

‘Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya~‘ O T
D dxslngkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
‘atau Unit Kerja pada SKPD d1 hngkungan Pemerintah e
Daerah yang - dibentuk untuk ‘memberikan pelayanan - -

kepada masyarakat berupa penyedlaan barang dan/atau’
jasa yang - dljual tanpa  mengutamakan mencari -
keuntungan, ~dan ~dalam  melakukan ' kegiatannya

; d1dasarkan pada pr1ns1p eﬁ31en31 dan produktivitas.

Pejabat Penatausahaan o Keuangan SKPD - yan'g'r" F
’_selanjutnya dlsmgkat PPK-SKPD " adalah pejabat yang e
S o -melaksanakan fungs1 tata usaha: keuangan pada SKPD... -
. ,~g'2fS,’;‘Kuasa Bendahara “Umum - Daerah yang selanjutnya"’ i
-+ disingkat Kuasa BUD adalah pejabat’ yang d1ber1 kuasa LT

untuk- melaksanakan sebaglan tugas BUD..

Pejabat - V;_,Pﬂenatausahaan ~ Keuangan- PPKD ' yang L
selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat. yang 1
. melaksanakan = fungsi tata usaha keuangan atas
transak31 keuangan PPKD. IEERINE -
27, Entltas pelaporan merupakan Pemermtah Daerah yang f FEATE
N mem1hk1 kewapban menyusun dan menyajikan Laporan - -

- Keuangan dalam ‘ rangka pertanggung]awaban,“~'~

28

20

31,

3o,

" ‘;vpelaksanaan APBD

. Entitas- akuntans1 terdm dari BUD PPKD Kuasa BUD B
}Aset Tetap, dan SKPD di hngkungan Pemerintah Daerah S

L Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan -

keuangan  yang merupakan . gabungan keseluruhan "
laporan - keuangan entitas akuntansi - sehlngga tersap,.,

.. sebagai satu entltas pelaporan tunggal ‘ :
300 Laporan keuangan interim ada]ah laporan keuangan};v,’,: e
- .yang" d1terb1tkan d1 antara dua laporan kGUanganf fr s

~tahunan. - . : » s

Bagan Akun Standar yang selanjutnya dlSlI’l"kat BASZ‘; SR
‘adalah daftar kode perkiraan buku besar ‘akuntansi yang"’ :
‘terdiri dar1 kumpulan akun nominal dan ‘akun riil. "

‘Jurnal adalah catatan atas transak81 dan / atau kejadian -

keuangan = yang berkaltan dengan : penyelenggaraan; 2

S _Pemermtahan Daerah secara kronolog1s S o ‘
33. Buku Besar. adalah kumpulan rekenmg/akun/perklraan L
- Adlgunakan untuk mencatat secara terplsah aset;

kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA; belanja, transfer

‘ pemblayaan pendapatan -LO dan beban



34,

Buku Besar Pembantu adalah kumpulan E rincian
rekemng/akun/ perklraan digunakan untuk mencatat

secara terplsah aset, kewajiban, ckuitas, pendapatan-

LRA, belanja transfer pemblayaan pendapatan -LO dan‘v

S beban. . -

35,

“Laporan Reahsas1 Anggarah adalah laporan yang
,menya_ukan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,

transfer, surplus/deﬁ31t -LRA, dan pemblayaan yangb
masing- masing dlperbandlngkan dengan anggarannya.

~ dalam satu periode.

36. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan

yang menyajlkan secara komparatif dengan periode-

'sebelumnya pos-pos - saldo’ anggaran lebih  awal,
penggunaan - saldo anggaran ‘lebih, sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan

- pembukuan tahun sebelumnya, lain- lam dan saldo

a7,

anggaran leblh akhir. -

Neraca " adalah laporan yang menggambarkan posisi

. ,"keuangan ‘entitas akuntansi- dan.. entitas pelaporan

38

‘mengenai aset kewajlban dan eku1tas dana pada tanggal

tertentu

Laporan Arus Kas adalah laporan yang- menyajlkan ‘

~ informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas
- ~dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo

30,

‘kas dan setara kas pada tanggal pelaporan

’Laporan Operas1ona1 adalah laporan yang menyajlkank”
‘berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit
dari operasi, surplus/defisit: dari - kegiatan non

‘ ~opera31onal ‘surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos

40,

41,

‘luar biasa, dan  surplus/ defisit-LO, - yang dlperlukan
, untuk penyapan yang wa_]ar secara komparatlf

Laporan Perubahan Ekuitas adalah - laporan yang' y

‘,menyapkan sekurang -kurangnya -pos-pos ekuitas awal,

surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksh‘

~ koreksi yang langsung menambah/mengurangl eku1tas 3

dan eku1tas akh1r

Catatan atas’ Laporan Keuangan adalah penjelasan atau
“daftar terinci atau analisis atas n11a1 suatu- pos yang
~disajikan - dalam Laporan Reahsam Anggaran Laporan
~ Perubahan - Saldo  Anggaran Lebih, Neraca, Laporan -

i Operas1onal Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan o

a2,

Ekultas

) Penyajlan Kembah (Restatement) adalah perlakuan
'g_akuntanm yang dilakukan atas pos-pos dalam neraca
~yang " perlu dilakukan - penyajian- kembali pada - awal .

periode ketika' Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk -
pertama kali- akan meng1mp1ernenta51kan Kebljakan ‘

B Akuntans1 dar1 semula ba81s kas menUJu akrual penuh



;-..‘BABII V
RUANG LINGKUP

"" : ,“Pasal 2

Peraturan Bupat1 1n1 mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.

- c.
d.

w

. ‘(;2)

)

@)

- ©

E Slstem Akuntan31 SKPD;

S1stem Akuntan51 PPKD;
Bagan Akun Standar dan

Penyajlan Kembah (Restatement) Neraca

L BABIII
SISTEM AKUNTANSI

H _Baglan Kesatu
 Umum

Pasal 3

Setiap = transaksi dan/atau kejadian keuangan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
“harus ‘diakuntansikan. dan dokumen pendukungnya
dikelola ‘sécara tertib sesuai dengan pedoman umum
sistem akuntans1 pemerintahan daerah.

Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan daerah

sebagaimana dimaksud' pada ayat (1) tercantum pada

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
“-dari Peraturan Bupatl ini.

* ;;jpasa14 :

Sistem -akuntansi SKPD secbagaimana dimaksud pada
- pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan
~dan  pengungkapan atas pendapatan-LO, beban,
pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, -ekuitas,

' penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan

keuangan SKPD

Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada
~pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan
. dan - pengungkapan atas pendapatan -LO, .beban,

' ‘pendapatan LRA, belanja, transfer, pemblayaan, aset,

kewajiban, . ekuitas, - penyesuaian - dan  koreksi,

: _penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan’

: laporan keuangan konsohda51an pemermtah daerah

Sistem akuntans1 "SKPD sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian yang tldak terpisahkan dari Peraturan Bupatl ini.

‘Slstem akuntansi PPKD sebagalmana dimaksud pada:'

~ayat (2) tercantum -dalam Lampiran III yang merupakan
= baglan yang tldak terplsahkan darl Peraturan Bupatl ini.



Pasal 5

- (1) u{BAS sebagalmana dlmaksud dalam: pasal 2 huruf c

‘sebagai menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam ; Sl

melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang
menggambarkan struktur laporan keuangan secara
“lengkap: : ,

(2) BAS sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdiri atas
2 1eve1 1 sampal dengan level S, meliputi: S

a. level 1 (satu) rnenunjukkan kode akun;
o b : level 2 (dua) menunjukkan kode- kelompok
; c level 3. (tlga) menunjukkan kode Jems
: d level 4 (empat) menunjukkan kode obyek dan

. e level 5 (hma) menunjukkan kode rincian obyek.

SRR ) - BAS sebagalmana dimaksud pada dalam ayat (1)

“digunakan di-dalam pencatatan transaksi pada buku
. jurnal, pengkla31ﬁka31an pada buku besar dan
pengikhtisaran pada neraca saldo dan penyajlan pada
-laporan keuangan

: (4) - BAS sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) tercantum
~ + dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang ‘tidak
: terplsahkan dan Peraturan Bupat1 ini. »

Pasal 6

'Bagan Akun Standar sebagalmana dlrnaksud dalam Pasal 5
ayat (2) selanjutnya dikelola oleh PPKD termasuk penyesuaian .

apabila terjadi: perubahan berdasarkan ketentuan yang

B ‘berlaku dengan keputusan Sekretarls Daerah

Pasal 7

Perlode akuntans1 pemermtahan daerah mellputl masa 1
(satu) tahun anggaran, mulai darl tanggal 1 Januarl sampali
' dengan tanggal 31 Desember ’ ~

Pasal 8

(1) S1stern Akuntan31 Pemermtahan Daerah pada Slstem
= ?_‘Akuntans1 SKPD mehputl ’ e

‘a. ’prosedur akuntan51 pendapatan— LO dan Pendapatan—
‘LRA SKPD »

.prosedur akuntan31 beban dan belanja SKPD
prosedur akuntan31 p1utang SKPD;

‘prosedur akuntan31 persedlaan SKPD
:prosedur akuntan31 aset SKPD;

: :prosedur akuntan31 kewajlban SKPD

prosedur akuntan31 eku1tas SKPD

,,qo’r *-*’ o oo T



@)

(3)

@

S@ ™o a0 T

h. jurnal" ’bﬁkut'b'esar dan neraca saldo; dan |
i penyusunan laporan keuangan SKPD

Sistem Akuntans1 Pemermtahan Daerah pada Slstem -
Akuntansi PPKD meliputi: : :

a. prosedur akuntan31 Pendapatan LO dan Pendapatan-'
LRA PPKD; ~ ~

prosedur akuntan31 beban dan belanja PPKD
akuntan31 Transfer PPKD;
akuntansl Pembiayaan PPKD;
“akuntansi Aset PPKD;
akuntansi kewajiban PPKD; ;
jurnal koreksi dan ‘penyeSuaian PPKD o

. ‘_]urnal buku besar, dan neraca saldo;

[

. penyusunan laporan keuangan PPKD; dan

j- penyusunan laporan keuangan : konsohda31an
- Pemerintah’ Daerah : R ‘

Sistem akuntan31 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) “disusun dengan berpedoman pada prinsip

_pengendahan intern sesuai dengan peraturan pemcrmtah o
yang mengatur tentang sistem pengendahan intern .

pemermtah dan peraturan pemermtah tentang standar

: akuntans1 pemermtahan

Sistem akuntans1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) mem1hk1 karakterlstlk antara lain sebagalk';; :

berikut:

. a. basis akuntans1 yang d1gunakan adalah ba31s kas T

untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, dan
' pemb1ayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan = |
~_basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan -
ekuitas dalam Neraca serta pendapatan LO dan beban
dalam Laporan Operasional. : : ’

’ b sistem’ akuntansi dilaksanakan dengan menggunakan

)

(2)

sistem pembukuan berpasangan .

b Bagian Kedua
~ Proses Akuntansi

"Pasal 9

Setlap transak31 dan/atau kejadian keuangan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dicatat pada Jurnal berdasarkan buku transak31 yang
sah. : ' ~ B

Pencatatan. "'S'ebagaimanba dimaksud pada 'ayat (1)
dilakukan . secara kronologis sesuai dengan terjadlnya
transaksi dan / atau kejadlan keuangan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

: dilakukan setelah “unit yang melaksanakan - fungsi
akuntan31 menerlma buktl transak51 yang Sah



"BABIV |
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

(1) Laporan yang dlhasﬂkan dari sistem akﬁntansi
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 8 mellputl

- a Laporan akuntans1 SKPD

i ;fl

7 Laporan Reahsas1 Semester Pertama Anggaran i

Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai

~dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan

v berlkutnya -
Laporan Keuangan Interlm

Laporan Keuangan Tahunan terd1r1 dari:

S a) “laporan reahsa31 anggaran

b) laporan operasmnal

) neraca;

: :d), laporan perubahan ekultas dan

‘ ke)-'fcatatan atas laporan keuangan

b Laporan akuntan31 PPKD

i 0

;Laporan Reahsa51 Semester' Pertama Anggaran
Pendapatan dan ‘Belanja - Daerah yang disertai -

‘j‘dengan’ progn031s “untuk 6 (enam) bulan

'berlkutnya e

. Laporan Keuangan 1nter1m

: ,Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:

S ) *laporan reahsa31 anggaran

b) ‘ laporan operasmnal

') neraca;

d) -laporan pembahan ekultas

e catatan atas laporan keuangan

e 9 ,fflaporan perubahan sal (LP SAL) dan

o g f'"laporan arus’ kas

(2) Laip’ofari yang . dlhasﬂkan sebagalmana pada ayat (1)
- ‘dikonsolidasikan menjadl laporan entltas pelaporan yang
mehputl ’ . : :

a Laporan 'Reahsam Semester‘ - Peftama Anggaran .
Pendapatan dan Belanja Daerah yang dlscrtal dengan,
prognos1s untuk 6 (enam) bulan berlkutnya : ‘

b Laporan Keuangan Interlrn

c Laporan Keuangan Tahunan Pemermtah Daeréh;'
terdiri darl 3 ~

laporan reahsas1 anggaran
laporan perubahan saldo anggaran leb1h ‘
laporan operasmnal :

10



£ Penyarnpa1an

11
. ;neraca

’ laporan perubahan ekultas
' laporan arus kas; dan

N .0\ o

catatan atas laporan keuangan

f'{Pasal 1 1

aporan sebagalmana dlmaksud dalam

- Pasal 10 dllak‘sahakan dengan ketentuan sebaga1 berikut:

a.

Laporan keuangan “interim entitas akuntansi SKPD,

'PPKD, Konsolidator dan BUD disampaikan paling lambatf :
‘tanggal 15 setelah trlwulan berakhlr kepada Bupatl ST

melalui PPKD

.- Laporan keuangan interim ,entitas pelaporan E

d1sampa1kan ‘paling lambat 1 (satu) bulan  setelah

; ~ triwulan berakhir kepada Bupatl

. ,'Laporan ’ Reahsa31 ‘ Semester‘ Pertama .Anggaran

Pendapatan dan BelanJa Daerah yang disertai dengan

 ‘prognosis untuk 6 (enam) bulan berlkutnya disampaikan

oleh SKPD pahng lambat minggu kedua bulan Juli tahun
anggaran berkenaan kepada Bupati melalul PPKD;

Laporan Reahsam . Semester Pertama Anggaran_ ’

Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai dengan

“prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan -

paling lambat akhir bulan Juli ktahun anggaran

~-berkenaan: kepada DPRD

, Laporan Keuangan Tahunan SKPD dlsampalkan paling

lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhlrr,

: kepada Bupat1 melalui PPKD;

Laporan Keuangan Tahunan PPKD dan Konsohdasxank.‘
yang disusun PPKD disampaikan paling lambat 2 (dua)
bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati;

Laporan v, Keuangan % ‘Tahunan Pemerintah Daerah‘
dlsarnpalkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun

anggaran berakhlr kepada BPK

BAB V

PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMEND NERACA

Pasal 12

~ Akun-akun yang perlu dlsajlkan kembah (Restatement),
. antara lain: ¢ o : : S

=LA

: p1utang, :
beban dlbayar dlmuka

v persedlaan

investasi Jangka panjang,

aset tetap ‘yang menampllkan n11a1 buku - setelah

~d1kurang1 Akumula51 Penyusutan
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=

aset tetap tidak berwujud;

hutang bunga;

s

pendapatan diterima dimuka; dan

ekuitas.

— .

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Sekretariat Daerah melalui Bagian Keuangan
memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
antara lain:

a. mengkoordinasikan;

b. menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

c. melaksanakan sosialisasi;
d. supervisi dan bimbingan teknis; dan

e. memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal %0 Desember 2014

H. HE N SALEH
Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR &4



